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BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

BRERATURAN BUPATI BU

TENTANG

DRGANISASI DAN TATA KERJA

ENGAN RAHMAT TUHAN YANGQ

BUPATI BUNGO,

berdasgrkan ketentuan Pasal |
84 Talhun 2015 tentang Sus
itah Desa, perlu menetapkan
sasi dan Tata Kerja Pemerintah

dang-Undang Nomor 39 Tahun
mbarar, Negara Republik Ing
mbahar} Lembaran Negara Rep

dang-Undang Nomor 6 Tahu
gara Republik Indonesia Tal
mbaran|Negara Republik Indong

dang-Undang Nomor 23 Tal
erah (Lembaran Negara Repul
4, Tambahan Lembaran Negar:
pagaimgna telah beberapa kal;

dang Nomor 9 Tahun 2015
dang-Undang Nomor 23 Tahui
mbar Negara Republik In
mbahan Lembaran Negara Rept
raturan| Pemerintah Nomor 4
aksan Undang-Undang Ng
mbaran Negara Republik Ing
mbah Lembaran Negara I

gara Rgpublik Indonesia Tah

NOMOR A TAHUN 2

PEMERINTAH DUSUN

i MAHA ESA,

|5 Peraturan Menteri Dalam Negeri
sunan Organisasi dan Tata Kerja
PeratL;ﬁran Bupati tentang Susunan
Dusun dan Perangkat;

) 2008 tentang Kementerian Negara
lonesia Tahun 2008 Nomor 166,
ublik Indonesia Nomor 4916);

n 2014 tentang Desa (Lembaran
hun 2014 Nomor 7, Tambahan
esia Nomor 5495);

hun 2014 tentang Pemerintahan
pblik Indonesia Tahun 2014 Nomor
a Republik Indonesia Nomor 5587),
| diubah terakhir dengan Undang-
tentang Perubahan Kedua Atas
n 2014 tentang Pemerintah Daerah
donesia Tahun 2015 Nomor 58,
1blik Indonesia Nomor 5679);

3 Tahun 2014 tentang Peraturan
ymor 6 Tahun 2014 tentang Desa
lonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Republik Indonesia Nomor 5539)
n Peﬁaturan Pemerintah Nomor 47
itas Peraturan Pemerintah Republik
4 tentang Peraturan Pelaksanaan
n 2014 tentang Desa (Lembaran
un 2015 Nomor 157, Tambahan

Les

mbaran| Negara Republik Indon

esia Nomor 5717);
‘ |



Menetapkan

10.

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN
KERJA PEMERINTAH DUSUN.

Dalam Peraturan

1

Peratura;
Pedoman

Kelurahap;

Peraturan
Pedoman

Peraturan
Organisas|
Repubilik
diubah de
2015 tent
Nomor 43
Kementerig

2015 Nomgr 1667)

Peraturan

Republik In

Peraturan 1
Kewenangar

Nomor 1037)

pemerintahan, kepentingan masyarakat
prakarsa ma .

diakui dan dihormati dalam sistem peme
Republik Indpnesia.

Camat adal
bert

Dusun adal

batas wilaygdh yang berwenang untuk

1 Menterj Dalam Negeri No

Tahun 20[ 4 Nomor 2094);

[ndonesig Tahun 2015

nNgan Peraturan Menteri Daj
ANg  Perubahan Atas

Menteri Dalam Negeri
Susunan Organisasi dan Tata Kerj

ggungjawab kepada Bupati

= 2 -
Penyusunan Dpan peg

Menteri Dalam Negerni Non
Pembangunan Desa (Beritz

Menteri Dalam Negeri Non
dan Tatg Kerja Kemen

Tahun 2015 tentang
n Dalam Negeri (Berita

B
?

Menteri Dalam Negeri
I Desa (Berita Negara

b4

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

A Pemerintah Degg (Berita Negara
donesia Tahun 2016 Nomor 6):

Bupati ini, yang dimaksud de
Dusun adalah kesatuan masyarakat hu
wilayah yang berwenang untuk

or 43 Tahun 2015 tentang
Dalam Negeri (Berita Negara
or 564) sebagaimang telah
Negeri Nomor 69 Tahun
ran Menteri Dalam Negeri

dan Tatg Kerja
Republik Indonesia Tahyn

r 84 Tahun 2015 tentang

>

r 44 Tahun 2016 tentang

blik Indonesia Tahun 2016

ORGANISASI DAN TATA

gan:

m yang memiliki batas

ngatur dan mengurus urusan

setempat berdasarkan

syarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

gh pemimpin kecamat

gh kesatuan masyarakat hu

intahan Negara Kesatuan

g berada di bawah dan
ekretaris Daerah.

m yang memiliki batas-
engatur dan mengurus

kepentingan

masyarakat setempat berda

arkan asal usul dan adat



o o

ijz adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang,
tugas dgn kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

Dusunnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari
sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.

Badan Pgrmusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD

adalah lgmbaga yang merupakan crwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara
pemerintaghan dusun. |

Sekretari§ Dusun yang selanjutnya disingkat Sekdus adalah
koprdinator pelaksana teknis pen gelolaj‘: keuangan Dusun.

Kepala Seksi adalah unsur pelakse

a teknis kegiatan sesuai
bidangny4d. |

Peraturan| Dusun adalah peraturani perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Rio setelah dibahas daTn disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Dusun (BPD).

Struktur Qrganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Dusun adalah satu

sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta
hubungan| kerja.

Dusun Swasembada adalah jenis Dusun dengan klasifikasi cepat
berkembang berdasarkan Index Desa M mbangun (IDM).

Dusun Swakarya adalah jenis Dusun d‘i ngan klasifikasi berkembang
berdasarkan Index Desa Membangun (IEPM)

Dusun Swadaya adalah jenis Dusun dengan klasifikasi kurang
berkembarng berdasarkan Index Desa Me mbangun (IDM).

BAB 11
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2
Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu oleh Perangkat Dusun.

Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. | Sekretariat Dusun;

b. | Pelaksana Kewilayahan; dan
c. | Pelaksana Teknis. |

Perangkat | Dusun sebagaimana dimaksud opada  avet (9



(1)

(2)

Fédalt
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Pasal 3
Sekretariaf Dusun sebagaimana

huruf a dipimpin oleh Sekretaris Dusun

sekretariat.

Sekretariat Dusun sebagaimanal

dima

sud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan dibantu oleh unsur staf

diméksud pada ayat (1) paling

banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan y%um urusan tata usaha dan

umum, urusan keuangan, dan

sedikit 2 (dua) urusan yaitu uru
urusan kepangan.

dipimpin dleh Kepala Urusan.

Pasal 4
Pelaksana

(2) |huruf b merupakan unsur pe
kewilayah4qn.

ayat (1) | ditentukan secara
kewilayahgn yang dibutuhkan den
serta memperhatikan luas wilay]
jumlah kegpadatan penduduk, s
tugas.

Tugas kewilayahan sebagaimana
penyelenggaraan Pemerintahan D
Dusun, pgmbinaan kemasyarak;
masyarakdt Dusun.
Pelaksana
ditetapkan|dengan Keputusan Rio.
Pembentukan Kampung ditetapkas

Peraturan Dusun sebagaimana dir
memuat ngma kampung, batas wil

Kampung paling sedikit terdiri dar

Pasal 5
Pelaksana

operasional.

Pelaksana | Teknis sebagaimana

Masing-masing urusan sebagaimana

Kewilayahan dilaksanakan

urusan perencanaan, dan paling
san umum dan perencanaan, dan

dimaksud pada ayat (2)

Kewilayahan sebagaimana d:,‘maksud dalam Pasal 2 ayat

mbantu Rio sebagai satuan tugas

Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan #ebagaimana dimaksud pada

proporsional antara pelaksana
Igan kemampuan keuangan Dusun
ah quja, karakteristik, geografis,
rta sarana prasarana penunjang

dimaksud pada ayat (1) meliputi,
usun,! pelaksanaan pembangunan
atan busun, dan pemberdayaan

ﬁbleh Kepala Kampung yang

|
N denéan Peraturan Dusun.

naksuh pada ayat (6) paling sedikit
ayah dan luas kampung.

3 RT.

Teknis sebagaimana c.imak%ud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf ¢ merupakan unsur pembantu l?io sebagai pelaksana tugas

dimaksud pada ayat (1) paling

banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi
kesejahtergan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu

A W ARl

seksi pemerintahan, serta seksi kesejaht?raan dan pelayanan.



(2)

3)

Pasal 6
Rio berkedudukan sebagai Kepala
memimpin penyelenggaraan Pemerintah

Rio bertugas menyelenggarakan Pemeri
pembangunan, pembinaan kemasyar:
masyarakat. ?

-5-

Pemerintah Dusun yang
n Dusun.

tahan Dusun, melaksanakan
katan, dan pemberdayaan

Untuk melaksanakan tugas sebagaima

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a dimaksud pada ayat (2) Rio

a) | menygelenggarakan Pemerintahan Dusun, seperti tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di Dusun, pembinaan
masallah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,
melakukan wupaya perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b)| melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasgrana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan.

c)| pemHinaan kemasyarakatam, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, paﬂjsipasj masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d), pemberdayaan masyarakat, segerti tugas sosialisasi dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberd ayaan}keluarga, pemuda, olahraga,
dan karang taruna. ‘

€)| menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembpga lainnya |

Pasal 7 3

Sekretaris Dusun berkedudukan [sebagai unsur pimpinan Sekretariat

Dusun. |

Sekretaris Dusun bertugas membantu Rio dalam bidang administrasi

pemerintghan.

Untuk me¢laksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(2), Sekretaris Dusun mempunyai fungsi:

a)l Melaksanakan wurusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b)l Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi
perangkat Dusun, penyediaan prasarana perangkat desa dan
kantpr, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi,
perjdlanan dinas, dan pelayanan umum.

c)] Melaksanakan urusan |keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
ﬁnﬂl’l{l‘l“f\"ﬂﬂ Aﬁﬂ f\A‘I’\l‘rﬂ]‘I'lﬂ?‘ﬂﬂ rraﬁ;f"’nc; nr‘m;ﬂ;c«i—rna; 1"311’)1’\“0?\
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lainn|
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evaly

pala se

erasio

sertq

MelaKy

data-(
dan e

pala ur]
ayanan
merintahan.

tuk melaksanakan tugas kepal
Kepal

:‘-;Ellcsi bertugas membat

Kepala seksi pemerintahan
manajemen tata praja Pe:

ketentraman dan ketertibarn
masyarakat, kependudukan|

Kepala seksi kesejahteraan
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Pasal 8

pala uri@isan berkedudukan seb

administrasi

n dan kantor, penyiap

sumber-sumbx

Perangkat Dusun, BPD,
ya.
la urusan perencanaan
AN perencanaan sepe
apatan dan belanja [
n rangka pembangur
lasi program, serta peny

Pasal 9
ksi berkedudukan sebag

pembangunan sarana prg

'sanakan urusan perencana
angggran pendapatan dan
lata dalam rangka pembang
valuasi program, serta penyusunan laporan.

seperti menyusun rencana
ja Dusun, menginventarisir
nan, melakukan monitoring

belan

agai ufnsur staf sekretariat.

1san bertugas membantu Se]kretaris Dusun dalam urusan
pendukung pelaksanaan tugas-tugas

a urusan mempunyai fungsi:

a urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ket
administrasi surat menyurat
admi}
Dusy
inveny

atausahaan seperti tata naskah,
arsip, dan ekspedisi, dan penataan

nistrasi perangkat desg, penyediaan prasarana perangkat

rapat, pengadministrasian aset,

tarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

a urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan
urusan keuangan seperti p '
administrasi
verifikasi administrasi keua

ngurusan administrasi keuangan,
r pendapatan dan pengeluaran,
ngan, dan admnistrasi penghasilan
dan lembaga pemerintahan Dusun

memiliki fungsi mengoordinasikan
rti menyusun rencana anggaran
Dusun, menginventarisir data-data
1an, melakukan monitoring dan
usunan laporan.

rai unsur pelaksana teknis.

ntu Rio sebagai pelaksana tugas

laksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

mempunyai fungsi melaksanakan

merintahan, menyusun rancangan
regulasi Dusun, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
, pelaksanaan upaya perlindungan

penataan dan pengelolaan wilayah,

pendataan dan pengelolaan i’rofil Dusun.

mempunyai fungsi melaksanakan

Lsaral#a perdesaan, pembangunan
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Kepal
penyy
kewaj
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n seksi  pelayanan
luhan dan motivasi
iban masyarakat,
hrakat,

1
pelestarian n
maan, dan ketenagaker]

Pasal 1(

mem
terha
riening
ilai

jaan.

illiki fungsi melaksanakan
lap pelaksanaan hak dan
katkan upaya partisipasi
sosial budaya masyarakat,

oy

)

Melakukan upaya-upaya i

meny
pembk

injang kelancaran pe
pangunan.

BAB III
JENIS DUSY

Pasal 1
organisasi Pemerintah
ngan Dusun yaitu Du
vadaya.

vasembada wajib memilj
vakarya dapat memiliki
vadaya memiliki 2 (dua)

sifikas

imaksud
erupakd

pada ayat (1) terc
in bagian tidak terpisah

BAB 1V
TATA KEJ

Pasal 1

jenis Dusun dalam ‘
antum dalam lampiran III yang
kan d\éu’i Peraturan Bupati ini.

pala Kampung berkedudukan sebagai unsur satuan tugas
kewilayahan yang bertugas membantu Rio dalam pelaksanaan
yasnya (i wilayahnya.
tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pala Kampung memiliki fungsi:
Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat,| mobilitas kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan \:tyah
Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
Melaksanakan pembinaan | kemasyarakatan dalam
menipgkatkan kemampuan |[dan kesadaran masyarakat dalam
menjaga lingkungannya. |

Bembérdayaan masyarakat dalam
nyelenggaraan pemerintahan dan

S UN
1

Dusun disesuaikan dengan tingkat
isun Swasembada, Swakarya, dan

ki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

3 (ﬁgé) urusan dan 3 (tiga) seksi.

urusan dan 2 (dua) seksi.

Kaﬁupaten Bungo sebagaimana

RJA

2

melaksanakan tugasnya, Rio

bert%mggungjawab memimpin dan



Kepala
terhads
sesual ¢

DPMD
p Pemgd
dengan

struktuyg
d dalg

rupaksi

Bagan
dimak
yang

Struktur Orgal
dengan Peratu

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa

Agar setiap
Peraturan Bu

Teq {
H Kabupaten Bu

- PRl

Diundangkan
pada tanggal
SEKRETARIS

di Muaz
\H te

DAERA

P

H. RID

BERITA DAERAH KAH
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BAB V
PEMBINAAN DAN PH

Pasal 1!
dan Camat wajib melal

ketentuan peraturan pe

BAB VI

Pasal 11
r Organisasi dan tata ke
um Pasal 2 tercantum
an bagian tidak terpisah

nisasi dan tata kerja Pe
ran Dusun.

Pasal 1

orang mengetahuinya
pati ini dengan pene
ngo.

Ditetapks

ra Bungo

FAAVLUEN 2017

H,

WAN IS

SUPATEN BUNGO TAHU

rintahan Desa dalam melaks

KETENTUAN PENUTU

Pasal 15

pada tanggal 4 - 3 -

:NGAWASAN
3
kukan pembinaan dan pengawasan
sanakan tugas dan fungsinya

rundang-undangan.

JP
4
rja Pemerintah Dusun sebagaimana
dalam lampiran I dan lampiran II
kan dari Peraturan Bupati ini.

5
merintah Dusun diatur lebih lanjut

6
da tanggal diundangkan.

, memerintahkan pengundangan
mpatannya dalam Berita Daerah

in di Muara Bungo
2017.
BUPATI BUNGO,

/N 2017 NOMOR 4




LAMPIRAN TIII

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DUSUN

JENIS DUSUN

No. KECAMATAN DUSUN KLASIFIKASI JENIS DUSUN
1 2 3 4
1 Lybuk Benteng Swadaya
2 Air Gemuruh Swadaya
3 B0 U Pirwo Bakti | swadaya
4 Serana Jaya | Swakarya
5 Telluk Panjang | Swadaya
1 Mjangun Jayo Swadaya
2 Telnjung Agung Swadaya
3 Tebat Swadaya
4 Balru Pusat Jalo Swadaya
5 MUKO - MUKO BATHIN Vil BJdaro Swadaya
6 Tebing Tinggi Swadaya
7 Datar | Swadaya
8 SJka Jaya Swadaya
9 Pekan Jum'at Swadaya
1 Tanjung Belit Swadaya
2 RJntau kil Swakarya
3 PLJiau Jelmu Swadaya
4 Sith Sekapur Swakarya
5 SRR Ujqug Tanjung Swadaya
6 Jumbak Swadaya
7 RJntau Panjang Swakarya
8 Talang Pamesun Swadaya
9 Sirlh Sekapur Perkembangan Swadaya
10 Balvu Balai Panjang Swadaya
1 Te]uk Pandak Swakarya
2 Enmpelu Swadaya
3 Tapah Bekali Swadaya
4 PaLar Lubuk Landai Swakarya
5 TANAH SEPENGGAL Sul‘ngai Gambir Swakarya
6 Cal'\di Swakarya

I 7 1§ _TalLiunc | Curmdansm




No. KECAMATAN DUSUN KLASIFIKASI JENIS DUSUN
1 2 3 4
1 Koto Jayo Swadaya
2 Danau Swadaya
3 MLara Kuamang Swadaya
4 L\Iabuk Swadaya
5 Plirwasari Swasembada
6 Lémbah Kuamang Swakarya
7 Sumber Harapan Swakarya
8 Daya Murni Swakarya
9 PELEPAT fLie Suimber Mulia Swakarya

10 Maju Jaya Swadaya
11 Ttha Mulya Swadaya
12 LJngga Kuamang Swakarya
13 Bangun Harjo Swakarya
14 Klning Gading Swakarya

15 Kuamang Jaya Swakarya
16 Karya Harapan Mukti Swakarya
17 Padang Palangeh Swadaya
1 Sungai mancur Swadaya
2 Tanah Periuk Swakarya
3 Lubuk Landai Swadaya
4 | Rantau Embacang Swadaya
5 } Tebing Tinggi Swadaya
6 TANAH SEPENC#GAL Paku Aji Swadaya

LINTAS |
U i Embacang Gedang Swakarya
8 | Sungai Puri Swadaya
9 Pematang Panjang Swadaya

10 Sungai Tembang Swadaya
11 Aungai Lilin Swakarya

12 FJantau Makmur Swadaya
1 Tlanjung Menanti Swadaya
2 | Simpang Babeko Swakarya
2 BATHIN Il BABEKO AbEko Siadays
4 | Sepunggur Swadaya
5 } Suka Makmur Swakarya
6 | Tuo Sepunggur Swadaya

S
‘

t<hinaoat Menakiiano

| Quualcarva




No.

KECAMATAN

DUSUN

KLASIFIKASI JENIS DUSUN

2

4

1 Rantau Duku Swadaya
2 ‘ Tlalang Sungai Bungo Swadaya
5 & | e ‘# . |Rantau Pandan Swakarya
4 ; Leban Swadaya
5 Lubuk Kayu Aro Swadaya
6 | Lubuk Mayan Swadaya
1 | Redukun Swadaya
2 ‘ Lubuk Niur Swadaya
3 1 Teluk Kecimbung Swadaya
4 | Rambah Swadaya
5 Tebing Tinggi Uleh Swadaya
6 TANAH TUMBUH kit Kemang Swadaya
7 } Panjang Swadaya
8 1 Koto jayo Swadaya
9 Renah Jelmu Swadaya
10 | Perenti Luweh Swadaya
11 ; Tanah Tumbuh Swadaya
1 | {Baru Pelepat Swadaya
2 [|Dw1 Karya Bakti Swakarya
3 Rantau Keloyang Swadaya
4 Balai Jaya Swadava
5 Rantel Swadaya
6 Senamat Swadaya
7 Sungai Beringin Swadaya
8 PELEPAT Sungai Gurun Swadaya
9 Batu Kerbau Swadaya
10 Gapura Suci Swakarya
11 Mulia Bakti Swakarya
12 Mulia Jaya Swakarya
13 Cilodang Swakarya
14 Bukit Telago Swadaya
15 Sekampil Swadaya
1 Tepian Danto Swadaya
2 Aur Gading Swakarya
3 Pulau Batu Swakarya

3

JUIUHAN IR

| § T 0 O o PO

B e e




No. KECAMATAN DUSUN KLASIFIKASI JENIS DUSUN
1 2 3 4
1 Tanjung Bungo Swadaya
2 Tyo Lubuk Mengkuang Swadaya
3 ‘ Pauh agung Swadaya
4 Tyo Limbur Swadaya
5 i R‘Lnah Sungai Besar Swadaya
6 | MLara Tebo Pandak Swadaya
7 LIMBUR LUBUik Rgmtau Tipu |} Swadaya
8 MENGKUANG} BJiru Lubuk Mengkuang Swadaya
9 ‘ Ltlbuk Tanah Terban } Swadaya
10 1 PJamunyian Swadaya
11 ‘ Renah Sungai lpuh | Swadaya
12 ‘ Tebo Jaya Swadaya
13 Sekar Mengkuang Swadaya
14 ? Limbur Baru Swadaya
1 Muara Buat Swakarya
2 Bliat Swadaya
3 ! Laman Pajang Swadaya
4 } Karak Apung Swadaya
5 BATHIN Il U‘-f’ Timbolasi Swadaya
6 Senamat Ulu Swadaya
7 Aur Cino Swadaya
8 Liibuk Beringin Swadaya
9 Stingai Telang Swadaya
1 Pglayang Swadaya
2 ‘ Peninjau Swadaya
3 B HINE PELAYANG Talang Silungko Swadaya
4 | Pulau Kerakap Swadaya
5 Sgberang Jaya Swadaya

BUPATI BUNGO,




LAMPIRAN I ;L
PERATURAN BUPATI
NOMOR

TENTANG

SUSUNAN ORGA ISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DUT

AHUN| 2017

SUSU]E ORGANISASI PEMERINTAH DUSUN
NGA

D

N KLASIFIKASI JENIS DUSUN
SWASEMBADA DAN SWAKARYA

Keterangan * : Jumlah Kepala Kampung berdasarkan jumlah Kampung di Dusun
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